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PROPINSI

PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah
adalah berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah;

bahwa guna mengakomodir adanya partisipasi masyarakat dalam upaya
meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk pemberian sumbangan
kepada Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);

10 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008
Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Badan
Eksekutif.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya
disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

7. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga
kepada Pemerintah Daerah secara sukarela dan tidak mengikat, yang
perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan perundang-
undangan yang berlaku baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan
uang maupun barang-barang, baik yang bergerak, maupun yang tidak
bergerak.
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Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya
tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan
sumbangan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2
Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang atau
yang disamakan dengan uang dan/atau barang baik bergerak maupun tidak
bergerak, yang diberikan dengan sukarela dan tidak mengikat, serta
diperoleh dengan cara yang sah.

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi
kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi serta
kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima oleh
Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya

untuk pembangunan daerah.

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
menjadi kekayaan daerah.

BAB III
INSTANSI PELAKSANA PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 4

Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dilaksanakan oleh DPPKAD
dibantu oleh SKPD.

(1)

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 5

Sumbangan Pihak ketiga baik berupa barang bergerak maupun barang tidak
bergerak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Untuk barang-barang bergerak :

1) penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat
pernyataan secara sukarela di atas kertas bermaterai cukup;

2) dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah atas barang
tersebut;

3) mencantumkan jenis, macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala
sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dan
dilengkapi dengan bukti hak perolehan, serta identitas
penyumbang.
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b. Untuk barang-barang tidak bergerak:

1) penyerahannya dilakukan secara tertulis dengan Akta Notaris;

2) dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah atas barang
tersebut;

3) mencantumkan jenis, macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala
sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dan
dilengkapi dengan bukti hak perolehan, serta identitas
penyumbang.

Sumbangan pihak ketiga berupa uang dalam surat penyerahannya dirinci
dengan jelas antara lain mata uang, nilai nominalnya, nama/daftar nama
penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya.

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus
memuat ketegasan pemberian sumbangan sekaligus atau bertahap, dan tata
cara pelaksanaan penyerahan sumbangan.

Pasal 6

Penerimaan Sumbangan dari pihak ketiga dilakukan oleh Gubernur atau
Pejabat yang ditunjuk disertai dengan berita acara penerimaan.

Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, berupa uang dan/atau
disamakan dengan uang diserahkan ke kas umum daerah.

Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang berupa barang
bergerak maupun barang tidak bergerak, dimasukkan dalam daftar inventaris
barang milik pemerintah daerah.

Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang dibayar melalui

bendaharawan khusus penerima pada SKPD disetorkan ke kas daerah paling
lambat dalam waktu 2x24 jam.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2010

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 157 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa
salah satu sumber pendaptan daerah adalah berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk menerima sumbangan
dari pihak ketiga sebagai salah satu pendapatan daerah yang sah.

Penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir adanya
partisipasi masyarakat dalam upaya membantu Daerah dalam bentuk pemberian sumbangan
kepada daerah. Hasil dari penerimaan sumbangan tersebut dipergunakan oleh Daerah untuk
menunjang pembangunan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Guna menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan daerah seperti Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerimaan
sumbangan pihak ketiga tersebut, diantaranya sebagai berikut :

a. sumbangan dari pihak ketiga tersebut, merupakan pemberian yang sukarela dan tidak
mengikat, serta diperoleh oleh pihak ketiga secara sah;

b. sumbangan dari pihak ketiga tersebut, tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga baik kepada
Pemerintah Pusat maupun kepada Pemerintah Daerah.

Agar penerimaan sumbangan tersebut berjalan lancar dan terarah, diatur pula hal-hal yang
berkaitan dengan bentuk sumbangan, instansi pelaksana, serta mekanisme dan biaya
administrasinya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Yang dimaksud dengan biaya pelaksanaan adalah biaya administrasi seperti biaya pembuatan
Akta Notaris dan Materai, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 10 % dari realisasi
penerimaan riil sumbangan

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR



